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Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di 
dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. 
Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. 
Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-
kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. 
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok- 
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu 
objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang 
lain.Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang 
saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-
perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.Litigasi merupakan proses 
penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa 
saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka 
pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah 
putusan yang menyatakan win-lose solution. Prosedur penyelesaian sengketa yang 
dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses 
persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara 
perdata (HIR). 

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana 
ditegakkannya hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran-
pelanggaran tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para 
ahli maupun doktrina dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. 
Hukum Acara Perdata disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan 
peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau 
penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Berdasarkan 
batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh para doktrina, dapat penulis 
simpulkan bahwasanya hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum 
perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata 
materiil dengan perantaraan hakim di Pengadilan. Dalam hukum acara perdata 
dikenal prinsip asas nebis in idem sebagaimana yang penulis uraikan diatas. 
Prinsip Nebis in idem dapat diartikan tidak atau jangan dua kali yang sama. 
Menurut kamus hukum nebis in idem ialah Asas yang menyatakan bahwa tidak 
boleh suatu perkaran yang sama yang sudah di putus, di periksa dan di putus 
untuk yang kedua kalinya oleh pengadilan. Suatu perkara yang sama, tidak boleh 
di periksa dan di putus lagi untuk kedua kalinya. Nebis in idem diatur dalam Pasal 
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1917 KUHPerdata (BW) yang menyatakan “Kekuatan sesuatu putusan hakim 

yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar 
mengenai soal putusannya.” Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah 

bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang 
sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam 
hubungan yang sama pula. Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat 
positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh 
kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena 
itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua 
kalinya. 

Berdasarkan pasal a quo ada dua adagium yang terkandung di dalamnya. Pertama, 
nemo debet bis vexari yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan 
penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini 
kemudian dikenal sebagai nebis in idem yang kurang lebih artinya, seseorang 
tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang 
sama. Kedua, nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure 
censeri. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa 
pengadilan. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan 
dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang 
berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan 
hukum pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, 
maka tidak dapat dikatakan sebagai nebis in idem. Yang dimaksud dalam nebis in 
idem di sini termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara 
perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan pengadilan. Apabila setelah 
terjadinya perdamaian ternyata tergugat inkar janji (wanprestasi), maka penggugat 
tidak dapat mengajukan lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 
HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan 
oleh para pihak di luar persidangan tidak termasuk nebis in idem karena 
perdamaian di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan 
pengadilan. Sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya “nebis in idem” 

dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh 
pihak penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan 
oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang duduk 
perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya, sehingga 
dengan demikian suatu gugatan dapat dikatan sebagai nebis in idem.Asas nebis in 
idem merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua 
kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. 
Asas nebis in idem berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang 
sama. Pada dasarnya, asas nebis in idem merupakan asas umum yang berlaku 
dalam perkara perdata yang terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebenaran bahwa Putusan 
Nomor 652K/PDT/2021 sama dengan Putusan Nomor 2631K/PDT/2016, dan 
pertimbangan hukum apa yang dipakai hakim dalam menetapkan adanya 
perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data penelitian ini 
adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis 
normatif kualitatif. Permasalahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan 
peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki 
relevansi dengan isu yang dibahas yaitu Penerapan Asas Nebis In Idem Oleh 
Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banjarbaru 
(Analisis Putusan Terhadap Perkara Nomor 2631 K/Pdt/1016 Dan Nomor 652 
K/Pdt/2021).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa Pertama, 
perkara perdata Putusan Nomor 652 K/PDT/2021/PN.BJB asas nebis in idem 
digunakan dalam eksepsi Tergugat. Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan 
Para Penggugat adalah nebis in idem. Penerapan asas nebis in idem dalam putusan 
Nomor 652 k/pdt/2021/Pn.bjb diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Meskipun dalam pengajuan perkara pertama terdapat perbedaan Tergugat, tetapi 
dalam pengajuan objeknya tetap sama. Kedua, dasar hukum hakim dalam 
menerapkan asas nebis in idem dalam putusannya pada putusan nomor 652 
k/pdt/2021/PN.Bjb yaitu Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan “Kekuatan 

sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih 
luas daripada sekadar mengenai soal putusannya.” Selain itu, Putusan Mahkamah 
Agung RI Nomor 647 K/sip/1973 juga menjadi dasar hukum hakim dalam 
menerapkan asas nebis in idem. Jadi nebis in idem menurut penulis dapat 
dimaknai sebagai suatu esensi pokok perkara, dimana melibatkan para pihak yang 
sama dengan objek sengketa yang sama yang ternyata telah diberi status hukum 
lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, maka tidak dapat 
digugat ulang dalam register perkara terpisah guna menghindari tumpang tindih 
antar putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang memungkinkan akan 
mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya dalam praktik 
peradilan yang baik dan sehat. 

Kata kunci: Asas Nebis In Idem, Putusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum. 
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